
SKRIPSI 

 

PRINSIP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 

 

 

 

 

Diajukan oleh 

NURUL FAIZAH 

NIM. 2210211220014 

 

 

 

 

PROGRAM SARJANA 

PROGRAM STUDI HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI 

Banjarmasin, April 2026 



 

ii 

 

PRINSIP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Lambung Mangkurat 

 

 

 

Diajukan oleh: 

NURUL FAIZAH 

NIM. 2210211220014 

 

 

 

PROGRAM SARJANA 

PROGRAM STUDI HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI 

BANJARMASIN, April 2026 



 

iii 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 



 

iv 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 



 

v 

 

PENETAPAN PANITIA PENGUJI 

 

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan 

Di depan sidang panitia penguji 

 

Pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2026 

Dengan susunan Panitia Penguji 

 

SUSUNAN PANITIA PENGUJI 

 

Ketua Sidang : Risni Ristiawati, S.H., M.H 

Sekretaris : Dr. Ananta Firdaus, S.H., M.H. 

Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. 

 

 

 

Ditetapkan dengan keputusan 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 

Nomor  : 278/UN8.1.11/SP/2026 

Tanggal : 02 Maret 2026 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 

 



 

vii 

 

 

 

MOTTO 

“Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang 

ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku” 

(Umar Bin Khattab) 
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SWT Penguasa seluruh alam semesta yang atas karunia-Nya tersebut, Penulis dapat 

menyelesaikan tulisan skripsi sederhana ini yang kemudian dipersembahkan dan 

diperuntukkan bagi orang yang Penulis cintai dan sayangi: 
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Terima kasih telah selalu menjadi tempat pulang yang paling tenang yang 

menyambut dengan senyuman bahkan ketika aku gagal dan melangkah lebih lambat 

dari yang lain. 
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RINGKASAN 

NURUL FAIZAH, Maret 2026, PRINSIP INDEPENDENSI KOMISI 

PEMBERANTASAN KORUPSI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-

UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019. Skripsi, program sarjana program studi 

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 Halaman. 
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang dibentuk 

untuk menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 

secara independen dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002, dikenal sebagai lembaga dengan kewenangan luar biasa dan tingkat 

independensi yang tinggi dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Namun, 

berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai perubahan atas 

Undang-Undang KPK membawa perubahan mendasar terhadap kedudukan dan 

mekanisme kerjanya, khususnya melalui penempatannya dalam rumpun kekuasaan 

eksekutif serta pembentukan Dewan Pengawas. Perubahan kedudukan KPK dalam 

rumpun eksekutif menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi prinsip 

independensi lembaga negara. Meskipun undang-undang dan Putusan MK No. 

70/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa KPK tetap bersifat independen dalam 

pelaksanaan tugasnya, perubahan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi 

independensi dan memperlemah kejelasan posisinya. Kondisi ini juga berdampak 

pada persepsi publik terhadap integritas dan kemandirian KPK. Selain itu, 

pembentukan Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan memberikan izin 

terhadap tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dimaksudkan untuk 

memperkuat akuntabilitas dan pengawasan internal KPK. Namun dalam 

praktiknya, mekanisme perizinan tersebut menambah lapisan birokrasi yang 

menghambat kecepatan dan efektivitas penindakan, terutama dalam perkara yang 

membutuhkan tindakan cepat dan rahasia. Dampak dari perubahan ini terlihat 

melalui menurunnya intensitas Operasi Tangkap Tangan (OTT), meningkatnya 

hambatan dalam tindakan pro justitia, serta melemahnya efektivitas fungsi 

pengawasan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penelitian 

ini menegaskan pentingnya penataan kembali mekanisme pengawasan dan 

kedudukan kelembagaan KPK agar tetap sejalan dengan tujuan awal 

pembentukannya. 

 

 

 

 

 



 

x 

 

NURUL FAIZAH, Maret 2026, PRINSIP INDEPENDENSI KOMISI 

PEMBERANTASAN KORUPSI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-

UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019. Skripsi, program sarjana program studi 

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 Halaman. 

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. 

 

ABSTRAK 

Perubahan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan perdebatan mengenai prinsip 

independensi lembaga tersebut, terutama dengan hadirnya Dewan Pengawas 

sebagai organ baru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bahwa 

perubahan tersebut berpotensi memengaruhi kemandirian KPK dalam menjalankan 

fungsi penindakan dan pencegahan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis perubahan kedudukannya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2019 serta implikasinya terhadap prinsip independensi KPK. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perubahan status KPK menjadi bagian dari rumpun kekuasaan 

eksekutif dan pembentukan Dewan Pengawas membawa konsekuensi terhadap 

mekanisme kerja dan pengawasan internal lembaga. Meskipun dimaksudkan untuk 

memperkuat akuntabilitas, pengaturan tersebut berpotensi memengaruhi ruang 

gerak independensi KPK, khususnya dalam kewenangan penyadapan, 

penggeledahan, dan penyitaan yang kini memerlukan persetujuan Dewan 

Pengawas.  

 

Kata Kunci  :  Komisi Pemberantasan Korupsi, Independensi, Dewan Pengawas. 
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